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ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan
dianggap sah. Pertanyaan besar muncul akibat dari perubahan batas minimal usia wali
dalam syarat balig dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 karena tidak ada kriteria yang
jelas tentang bagaimana maksud dari “balig” yang memenuhi syarat untuk menjadi
wali nasab. Hal ini berbeda dengan peraturan yang dahulu yaitu PMA Nomor 11 Tahun
2007 bahwa setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut, yaitu batas minimal usia
seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun. Berdasarkan hal tersebut
kemudian PMA Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi titik dari
masalah mengenai persyaratan wali pada kriteria balig, karena tidak menjelaskan
secara rinci bagaimana balig yang dimaksudkan. Hal ini tentu saja berdampak pada
Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertugas menerapkan
pembatasan tersebut dalam memutuskan siapa wali nasab yang sah. Oleh karena itu,
penelitian itu dilakukan untuk mengetahui pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman
dan Kabupaten Bantul tentang batas usia wali nasab dengan studi implementasi PMA
No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dengan perspektif maslahah
mursalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif
analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan
adalah sumber primer berupa pandangan kepala KUA Depok dan KUA Banguntapan
yang kemudian disajikan dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif
dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan pandangan kepala KUA Depok dan KUA Banguntapan
terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab bahwa
hasilnya adalah para kepala KUA telah melaksanakan sesuai aturan dan menghargai
aturan tersebut, namun dalam pelaksanaanya terdapat perbedaan dikarenakan dalam
PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut tidak menjelaskan secara
rinci bagaimana balig yang dimaksudkan. Apabila pandangan kepala KUA mengenai
aturan tersebut ditinjau dengan perspektif maslahah mursalah hasilnya sudah sesuai
dengan kemaslahatan tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya aturan tersebut
menjadikan siapapun yang terdapat dalam urutan wali nasab yang sudah balig maka
bisa menjadi wali, karena tidak ada usia yang mengaturnya yang mana menjadikan
aturan tersebut lebih fleksibel.

Kata Kunci: Wali Nikah, Batas Minimal Usia, Maslahah Mursalah



ABSTRACT

Marriage guardian is one of the pillars that must be fulfilled in order for a marriage
to be considered valid. A big question arises as a result of the change in the minimum
age limit for guardians in the requirements for puberty in PMA Number 20 of 2019
because there are no clear criteria regarding what is meant by "coming of age" which
fulfills the requirements to become a nasab guardian. This is different from the
previous regulations, namely PMA Number 11 of 2007, which stated that after the
requirements for puberty there were further regulations, namely that the minimum age
limit for someone who could become a marriage guardian was 19 years. Based on
this, PMA Number 20 of 2019 in Article 12 paragraph (2) becomes the point of
problem regarding the requirements for guardians in the criteria for puberty, because
it does not explain in detail how puberty is intended. This of course has an impact on
the Office of Religious Affairs (KUA) as the institution tasked with implementing these
restrictions in deciding who is the legal guardian of the nasab. Therefore, the research
was conducted to determine the views of the head of KUA Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul regarding the age limit for nasab guardians with a study of the
implementation of PMA No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration with a
maslahah mursalah perspective.

This type of research is field research which is descriptive analytical in nature using
a normative approach. The data source used is a primary source in the form of the
views of the heads of KUA Depok and KUA Banguntapan which are then presented by
collecting data using interview and documentation methods. The data analysis used in
this research is qualitative analysis using a deductive method.

The results of the research show the views of the heads of KUA Depok and KUA
Banguntapan regarding the implementation of Minister of Religion Regulation
Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in Article 12 paragraph (2) in
terms of the age limit for nasab guardians that the result is that the heads of KUA have
implemented according to the rules and respected these rules, However, in its
implementation there are differences because PMA 20 of 2019 concerning Marriage
Registration does not explain in detail how puberty is intended. If the views of the head
of the KUA regarding these regulations are reviewed from the perspective of maslahah
murlah, the results are in accordance with these benefits. This is because the existence
of this rule means that anyone in the order of guardians who has reached adulthood
can become a guardian, because there is no age that regulates it, which makes the rule
more flexible.

Keywords: Marriage Guardian, Minimum Age Limit, Maslahah Mursalah
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MOTTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Al-Ghafir [40]: 44)

“Throw away your fear, you can do it, it’s ok, all the keys are in your possession”

(EXO - Power)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.
Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad bahasa Arab
ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik diatas)
B Ra’ R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye




o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam E El
a Mim M Em
o Nun N En
5) Wau w We
= Ha’ H Ha
3 Hamzah ‘ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
w Ditulis Rabbana
J3 Ditulis Nazzala
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
il Ditulis Talhah




£l
3,
daSa

Ditulis

Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

JabY 4y

Ditulis

Raudah al-atfal

3. Bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

PAAH Ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
: Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I
: Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
- Fathah + alif atau ya A
T Kasrah + ya I
) Dammah + Wau U
F. Vokal Rangkap
¢ Fathah + ya’ mati Ai
3. Fathah + wau mati Au

Xi




. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

éﬁ“ Ditulis A’antum
&l Ditulis U’iddat

. Kata Sandang Alif + Lam

Jad Ditulis Ar-rajulu

Sl Ditulis Al-Jalalu

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

@A Ja) Ditulis Ahl ar-ra’yi

s Ja) Ditulis Ahl as-sunnah

Huruf Kapital

Ol ) Gy 4 daad) Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
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2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Figh Jinayah dan
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sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan
wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan
yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan kedamaian
di antara masing-masing anggotanya. Sebagaimana tercermin dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa pernikahan yaitu akad yang kuat
untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ritual
ibadah.* Perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-
laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.?

YInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

1



Secara umum, hampir setiap agama berpendapat bahwa pernikahan atau
perkawinan merupakan hal yang penting. Bukan hal yang aneh jika agama lain
memberikan aturan kepada pengikutnya untuk memastikan bahwa pernikahan
mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Islam sendiri pernikahan
bukanlah proses yang sederhana. Sebuah pernikahan memerlukan perencanaan
yang matang, termasuk bagaimana kedua mempelai dalam mentaati rukun dan
syarat pernikahan mereka. Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam
sebuah ibadah, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk
menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut. Oleh karena itu, pasangan muslim
yang ingin menikah harus mengetahui rukun dan syarat sah nikah agar pernikahan
mereka diakui secara agama maupun hukum.

Salah satu hal yang perlu dipenuhi dalam pernikahan adalah rukun nikah.
Rukun dalam pernikahan meliputi, mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali
nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul. Apabila dalam rukun nikah tersebut tidak
lengkap atau tidak dapat terpenuhi semua, maka pernikahan tersebut tidak dapat
dilangsungkan sehingga menjadi tidak sah atau batal.® Oleh karena itu, terpenuhi
atau tidaknya rukun-rukun dalam pernikahan tersebut sangat mempengaruhi
keberlangsungan pernikahan.

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi agar

suatu pernikahan dianggap sah. Wali pada umumnya berarti seseorang yang

3 Qurrotul Ainiyah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i dan Imam
Hanafi)”, Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman, Vol 3: 2, (September 2020), him. 109.



karena kedudukannya berwenang bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
Sementara itu yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah seseorang
yang ikut menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang bertindak sebagai atas
nama mempelai wanita dalam akad nikah.*

Sebenarnya tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit
menyebutkan bahwa harus ada wali dalam akad nikah. Hanya terdapat beberapa
ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali dalam pernikahan®, salah

satunya seperti dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah (2) ayat 232:°
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Ayat ini memberikan bukti bahwa seorang wanita tidak dapat menikah
sendiri dan membutuhkan wali untuk hadir pada pernikahannya tersebut.” Hal ini
sesuai dengan hadis yang mengisyaratkan bahwa seorang wanita, baik janda

maupun perawan, tidak boleh nikah tanpa adanya wali, sesuai dengan hadis:®

4 Theadora Rahmawati, Fikih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan
Kewajiban Suami Istri, (Pamekasan: CV Duta Media, 2021), him. 56.

® lbid.

6 Al-Bagarah (2): 232

" Devi Trisa Rini dan Ahmad Ulinnajah, “Pandangan Q.S Al-Bagarah:232 Tentang Wali Nikah
Dan Relevansinya Di Era Kekinian”, NUSANTARA: Jurnal limu Pengetahuan Sosial, VVol. 10: 3, 2023,
him. 3129.

8 Kitab Hadis Jami’ Tirmidzi No. 1021 - Kitab Nikah
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Hadis di atas menjelaskan bahwa wali nikah merupakan syarat yang harus
dipenuhi dalam suatu pernikahan bagi calon mempelai wanita yang bertindak atau
memberi izin atas pernikahannya. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka pernikahan
tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.®

Terdapat dua macam wali nikah sesuai dengan KHI dalam Pasal 19 sampai
dengan 23, yaitu wali nasab dan wali hakim. Yang dimaksud dengan wali nasab
adalah wali yang mempunyai hubungan dekat dengan mempelai wanita, mulai
dari ayah kandungnya, kakek (yang merupakan keturunan dari garis ayah dan
berlanjut ke atas dalam garis laki-laki), saudara kandung laki, dan seterusnya.
Yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim diatur dalam KHI Pasal 23 bahwa
wali hakim hanya dapat mengambil tindakan apabila wali nasab tidak ada. Dengan
tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat mengambil alih peran tersebut
sesuai dengan putusan Pengadilan Agama tentang wali nikah. Artinya, wali hakim

dapat mengambil peran tersebut apabila wali nasab berhalangan atau tidak hadir.°

% Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, “Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan
Penalaran Hukum Wali Nikah”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 19: 1, (November 2019), him. 5.

10 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19-23



Ketentuan wali nikah diatur dalam KHI Pasal 20, yaitu yang bertindak
sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam
yakni muslim, aqil dan balig.'* Dalam Pasal 20 ayat 1 KHI ini belum menetapkan
secara rinci mengenai batasan usia untuk seseorang menjadi wali (dalam hal ini
adalah wali nasab), karena dalam ketentuan tersebut hanya dijelaskan sahnya
seseorang menjadi wali adalah ketika sudah balig.

Wali nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (2) tentang syarat-syarat wali nasab,
yaitu:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. balig, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;

d. berakal;

e. merdeka; dan

f. dapat berlaku adil.*?

Selanjutnya ketentuan wali nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11 ayat (2) yaitu:

a. laki-laki;

1 1bid., Pasal 20.

12 peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 18 Ayat
)



b. beragama Islam;

c. balig;

d. berakal; dan

e. adil.’3

Kemudian ketentuan tentang wali nikah juga diatur dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12
ayat (2) yaitu:

a. laki-laki;

b. beragama Islam;

c. balig;

d. berakal; dan

e. adil.**

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan merupakan PMA baru yang menggantikan PMA Nomor 19 Tahun
2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satu peraturan yang diubah PMA
adalah dalam ketentuan wali nasab yang menghapuskan sekurang-kurangnya
minimal usia wali dalam pernikahan adalah 19 tahun. Dalam peraturan yang
dahulu yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa

setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut, yaitu batas minimal usia seseorang

13 peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 11
Ayat (2)

14 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12
Ayat (2)



yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun. Hal ini berbeda dengan PMA
Nomor Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 kini hanya mensyaratkan apabila
seseorang menjadi wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam,
balig, berakal, dan adil. Berdasarkan hal tersebut kemudian PMA Nomor 20
Tahun 2019 dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi titik dari masalah yang timbul
mengenai persyaratan wali pada kriteria balig, karena tidak menjelaskan secara
rinci bagaimana balig yang dimaksudkan. Maka dari itu, dengan adanya
penghapusan batas minimal usia 19 tahun pada kriteria balig menjadikan siapapun
yang berada dalam masa usia balig dapat menjadi wali nikah.

Fikih mendefinisikan balig sebagai kematangan fisik yang ditunjukkan
dengan menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki yang pada masa ini
laki-laki dan wanita secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Batas balig
dijelaskan dalam kitab al-Fikih ’4/a Madzahib al-Arba’ah yakni tanda seorang
anak sudah balig dengan tahun atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi
bagi wanita. Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan batasan
usia balig bagi seorang laki-laki. Menurut pandangan ulama asy-Syafi'i dan
Hanbali batasan balig bagi seorang anak laki-laki adalah 15 tahun. Sementara itu
menurut pandangan ulama Hanafi balig bagi seorang anak laki-laki 18 tahun.
Kemudian menurut pandangan ulama Maliki batasan balig bagi seorang anak laki-
laki adalah 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Dari pendapat

ulama empat madzhab tersebut dapat diketahui bagi seorang laki-laki batasan



balig dengan penentuan usia berbeda-beda, oleh karena itu harus dilihat dari faktor
lain seperti rusyd (kematangan pertimbangan akal).®®

Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam mengatur
pernikahan dalam Islam dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan
sesuai dengan hukum Islam. Berikut merupakan tabel data kumulatif pernikahan
KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul pada tahun 2019-2023 menurut
data Kanwil Kemenag DI Yogyakarta.*®

Tabel 1.1
Data Jumlah Pernikahan KUA Tahun 2019-2023 DI Yogyakarta

No. Kabupaten/Kota Data Kumulatif Peristiwa Nikah
1 Kota Yogyakarta 9.770
2 Kab. Bantul 29.270
3 Kab. Kulon Progo 13.359
4 Kab. Gunungkidul 25.726
5 Kab. Sleman 32.621

Data di atas merupakan jumlah pernikahan pada tahun pelaksanaan aturan
tersebut di KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Adapun lokasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah KUA Depok Kabupaten Sleman dan KUA

Banguntapan Kabupaten Bantul.

15 Latifah Nur Janah, “Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-Hakim, Vol. 2: 1, (Mei
2020), him. 111.

16 Data Kumulatif Pernikahan KUA DI Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Agama
Yogyakarta.



Berikut merupakan jumlah pernikahan KUA yang menjadi lokasi
penelitian.’

Tabel 1.2
Data Jumlah Pernikahan KUA Kabupaten Sleman Tahun 2019-2023

No Nama KUA Jumlah
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 KUA Depok 904 | 884 | 977 | 909 | 856
2 KUA Gamping 541 | 582 | 549 | 525 | 523
3 KUA Milati 595 | 556 | 497 | 560 | 500
Tabel 1.3

Data Jumlah Pernikahan KUA Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023

No Nama KUA Jumlah

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 KUA Banguntapan 807 | 805 | 748 | 768 | 812
2 KUA Kasihan 811 | 704 | 652 | 645 | 700
3 KUA Sewon 686 | 658 | 594 | 683 | 608

Data diatas merupakan KUA dengan jumlah pernikahan terbanyak di
masing-masing daerah mulai tahun diberlakukannya aturan tersebut, yakni pada
tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Semakin banyak jumlah perkawinan,
semakin banyak juga data yang didapatkan untuk menganalisis implementasi
PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas usia

wali nasab.

7 Ibid.
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Ketentuan mengenai persyaratan wali menjadi kabur dengan adanya
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
Pertanyaan besar muncul akibat dari perubahan syarat balig yang diusulkan oleh
Menteri Agama dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tersebut karena tidak ada
kriteria atau penjelasan yang jelas tentang bagaimana maksud dari “balig” yang
memenuhi syarat untuk menjadi wali nasab. Hal ini sangat penting karena wali
nasab diharapkan membawa manfaat (maslahah) dalam pernikahan di bawah
perwalian. Hal ini tentu saja berdampak pada Kantor Urusan Agama (KUA)
sebagai lembaga yang bertugas menerapkan pembatasan tersebut dalam
memutuskan siapa wali nasab yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik
mengangkat topik tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul
“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman dan
Kabupaten Bantul Tentang Batas Usia Wali Nasab (Studi Implementasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan

Pernikahan)”.
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Berikut merupakan tabel tentang deskripsi masalah dalam penelitian

skripsi ini.
Tabel 1.4
Deskripsi Penelitian
Objek Latar Problematika Payung Tujuan
Penelitian Belakang Hukum Penelitian
Implementasi | Perubahan Dalam peraturan Peraturan Bagaimana
Peraturan syarat balig yang dahulu Menteri pandangan
Menteri yang yaitu PMA Agama para kepala
Agama diusulkan Nomor 11 Nomor 20 | KUA
Nomor 20 oleh Menteri | Tahun 2007 Tahun Kabupaten
Tahun 2019 Agama dalam | bahwa setelah 2019 Sleman dan
Tentang PMA Nomor | syarat balig Tentang Kabupaten
Pencatatan 20 Tahun terdapat aturan Pencatatan | Bantul
Pernikahan 2019 tidak lebih lanjut, Pernikahan | dalam
dalam KUA ada kriteria yaitu batas Peraturan menentukan
Kabupaten atau minimal usia Menteri usia wali
Sleman dan penjelasan seseorang yang Agama nasab?
Kabupaten yang jelas bisa menjadi Nomor 11
Bantul tentang wali nikah Tahun
bagaimana adalah 19 tahun. 2007
maksud dari Hal ini berbeda Tentang
“balig” yang | dengan PMA Pencatatan
memenuhi Nomor Nomor Nikah
syarat untuk | 20 Tahun 2019 Kompilasi
menjadi wali | yang dalam Hukum
nasab. Jadi Pasal 12 kini Islam Pasal
bagaimana hanya 19-23
cara KUA mensyaratkan
dalam apabila
menentukan | seseorang
usia wali menjadi wali
nasab. nikah harus

berjenis kelamin
laki-laki,
beragama Islam,
balig, berakal,
dan adil.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
diangkat peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali
nasab?

2. Bagaimana pandangan kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
terkait implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia

wali nasab menurut perspektif maslahah mursalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan kedua rumusan masalah tersebut,
maka tujuan serta manfaat penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat kepala KUA Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12 ayat
(2) dalam hal batas usia wali nasab.

2. Untuk mengetahui perspektif teori maslahah mursalah terhadap pandangan

kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terkait implementasi



13

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan dalam Pasal 12 ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab.
Adapun manfaat secara teoritis dan praktis penelitian adalah sebagai
berikut:

1. Secara Teoritis: Sebagai upaya untuk meningkatkan wacana keilmuan di
bidang pendidikan, khususnya pendidikan hukum Islam dalam rangka
meningkatkan pengetahuan tentang maslahah mursalah dalam perubahan
perwalian yang dituangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.

2. Secara Praktis: Adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan atau
sumber bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian penelitian ini
dapat menjadi pedoman bagi para penggiat perwalian dan dalam memilih wali

bagi wanita yang hendak menikah.

. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap sumber-sumber informasi
atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Manfaat dari
telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah penelitian tersebut telah
dilakukan atau belum. Selain itu juga untuk mengetahui apakah terdapat
perbedaan yang dilakukan pada penelitian tersebut dengan penelitian penulis.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nafi lhsan, berjudul “Studi
Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11

Tentang Penghapusan Batas Usia Balig Sebagai Syarat Wali dalam Pernikahan”.
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Berdasarkan penelitiannya, Ahmad Nafi Thsan memaparkan bahwa jika dikaitkan
dengan ketentuan balig atau dewasa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19
Tahun 2018 Pasal 11 dengan hukum positif terlihat berbeda. Apabila ditinjau
sebagai dasar pedoman pencatatan pernikahan, maka Peraturan Menteri Nomor
19 Tahun 2018 dapat menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis
terhadap hukum positif lainnya sehingga dapat diterapkan sebagai hukum
Indonesia. Selanjutnya Ahmad Nafi Ihsan menjelaskan mengenai dampak dari
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang syarat wali nasab.
Dampak positifnya yaitu selama seseorang tersebut mengalami mimpi basah,
maka mereka bisa menjadi wali pada usia berapa pun. Sedangkan dampak
negatifnya adalah menimbulkan berbagai penafsiran terhadap aturan, peraturan
menjadi ambigu, ketidakpastian dalam memilih wali nikah, perbedaan pendapat
penghulu di kalangan calon wali, dan berpeluang bagi calon wali untuk
berbohong.® Persamaan penelitian Ahmad Nafi lhsan dengan penelitian penulis
adalah terletak pada sifat penelitian yaitu deskriptif analistis, jenis penelitian yaitu
library research dan juga sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang digunakan
penelitian, yang mana penelitian tersebut menggunakan KUA Kota Semarang

sebagai lokasi penelitian.

18 Ahmad Nafi lhsan, “Studi Analsis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun
2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Balig Sebagai Syarat Wali dalam Penikahan”, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afendi, yang berjudul “Batas
Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Perspektif Kiyai-Kiyai Kecamatan
Brangsong (Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun
2007 Tentang Wali Nasab)”. Berdasarkan penelitiannya, Muhammad Afendi
memaparkan bahwa dalam PMA No.11 Tahun 2007 Pasal 18 ayat 2 huruf C b
tentang syarat wali nasab adalah balig dan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
Balig (kematangan fisik) dan rusyd (kematangan akal) merupakan dua hal yang
berbeda. Tanda seseorang sudah balig adalah dengan ihtilam (mimpi basah) bagi
laki-laki dan menstruasi bagi wanita. Sedangkan, rusyd ialah keadaan seseorang
yang sudah bisa membedakan mana yang penting dan mana yang merugikan serta
mana yang layak dan mana yang tidak. Adapun penerapan tentang batas minimal
usia yang dijelaskan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 di Pasal 18 ayat (2) poin
3 yang menyatakan ‘“berumur sekurang-kurangnya 19 tahun” di di daerah
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tersebut kurang efektif. Faktor-faktor
yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan tersebut adalah karena aturan
sebelumnya sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat, misalnya ketentuan dalam
KHI sudah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu sangat sulit untuk
diterapkan di wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.'® Persamaan

penelitian Muhammad Afendi dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat

19 Muhammad Afendi, “Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Prespektif Kiyai-Kiyai
Kecamatan Brangsong (Kaitannya Dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang
Wali Nasab)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
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penelitian yaitu deskriptif analistis dan sumber data primer dan sekunder. Adapun
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi yang
digunakan penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian dan
menggunakan pendekatan penelitian sosiologis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zazim Lutfi, berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal
11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan
Perkawinan)”. Berdasarkan penelitiannya, Muhamad Zazim Lutfi memaparkan
bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pencatatan Pernikahan tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat minimal
usia wali nasab. Seseorang harus sudah balig agar dapat diakui memenuhi syarat
secara hukum untuk menjadi wali nikah. Jika dilihat dari tinjauan hukum Islam,
maka mewajibkan seseorang yang dapat menjadi wali nasab sudah mencapai
tingkat ahliyyah al-ada’ kamilah atau telah sempurna dalam cakap hukum, yaitu
sudah mencapai derajat balig yang ditandai dengan ketika seorang laki-laki sudah
ihtilam (keluarnya air mani), sementara itu tidak ada batasan usia tertentu untuk
usia balig. Dengan demikian menurut Muhamad Zazim Lutfi dalam Pasal 11 ayat
(2) PMA No. 19 tahun 2018 tentang syarat kecakapan hukum wali nasab yang

ditentukan dengan capaian balig, maka ketentuan tersebut sudah tepat dan sesuai
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dengan hukum Islam, walaupun tidak ada batas minimal usia tertentu. 2
Persamaan penelitian Muhamad Zazim Lutfi dengan penelitian penulis adalah
terletak pada pendekatan normatif dan sumber data primer dan sekunder. Adapun
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak sifat penelitian
yaitu preskriptif.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad lhsanuz Zaid, yang
berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Balig Bagi Wali Nasab
Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas PMA Nomor 11 Tahun
2007”. Berdasarkan penelitiannya, Muhammad Ihsanuz Zaid memaparkan bahwa
terdapat perbedaan antara kriteria balig yang dimaksud dalam PMA Nomor 19
Tahun 2018 dan PMA Nomor 11 Tahun 2007. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018
tidak ada batas minimal usia bagi wali nasab, sedangkan dalam PMA Nomor 11
Tahun 2007 terdapat batas minimal wali nasab berumur sekurang-kurangnya 19
tahun. Menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018, balig adalah ketika seorang anak
mencapai tingkat minimum derajat rusyd (kematangan pertimbangan akal). Rata-
rata usia seseorang yang dimaksud dalam rusyd adalah 19, 20, dan 21 tahun.
Selanjutnya menurut Muhammad lhsanuz Zaid secara tinjauan hukum Islam PMA
Nomor 19 Tahun 2018 yang merupakan penyempurna dari PMA Nomor 11 Tahun

2007 tentang kriteria balig bagi wali nikah adalah seseorang yang telah balig

20 Muhamad Zazim Lutfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab
(Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan
Perkawinan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
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dalam hukum Islam dikatakan telah mencapai kecakapan hukum. Oleh karena itu,
dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ahliyatul ada’ kamilah. Karena
seseorang yang telah mencapai usia dewasa telah memiliki akal yang sempurna.?:
Persamaan penelitian Muhammas Ihsanuz Zaid dengan penelitian penulis adalah
terletak pada sifat penelitian yaitu kualitatif deskriptif, pendekatan normatif,
sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian penulis terletak pada teori yaitu teori al-ahliyah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Aliyatul Fitriyanti yang berjudul
“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah
dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”. Berdasarkan
penelitiannya, Aliyatul Fitriyanti memaparkan bahwa dalam aplikasi SIMKAH
disebutkan usia minimal wali nikah adalah 16 tahun. Sistem pengaturan dalam
SIMKAH sendiri telah diatur pusat, sehingga belum diketahui secara pasti
mengapa hal tersebut terjadi atau apa kriteria batasan usia minimal 16 tahun dalam
penetapan data entri wali nikah di SIMKAH. Dasar hukum yang digunakan dalam
aplikasi SIMKAH belum diketahui apakah itu merujuk pada fikih atau hukum
positif. Seseorang yang berusia 16 tahun dianggap belum cukup dewasa menurut
hukum Islam untuk bertanggung jawab dalam menjalankan perbuatan hukum,

menurut perspektif maslahah al-mursalah. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun

2L Muhammad lhsanuz Zaid, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Balig Bagi Wali Nasab
Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan Atas Pma Nomor 11 Tahun 20077, (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
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seseorang sudah mulai matang dan idealnya sudah mempunyai kesiapan fisik,
ekonomi, sosial, mental, psikis serta kesiapan agama dan budaya untuk menjadi
wali dalam suatu perkawinan, maka minimal Usia wali nikah yang harus
diterapkan pada pengaturan entri data wali nikah adalah 18 tahun. Sedangkan
menurut hukum positif seseorang yang berusia 16 tahun untuk menjadi wali nikah
dianggap belum mampu bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum
sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974, Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18 ayat 2 Peraturan
Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 11
ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan
Nikah. %2 Persamaan penelitian Aliyatul Fitriyanti dengan penelitian penulis
adalah terletak pada sifat penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan sumber data
primer dan sekunder. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian
penulis terletak pada lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo,
pendekatan sosio-legal dan menggunakan konsep perwalian.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Juryati yang berjudul “Analisis
Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor

19 Tahun 2018 Ditinjau dari Maslahah Mursalah”. Berdasarkan penelitiannya, Siti

22 Aliyatul Fitriyanti, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali
Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)”, (Skripsi, Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
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Juryati memaparkan tujuan dan alasan perubahan Peraturan Menteri Agama
tersebut antara lain perlunya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan perkawinan Islam serta adanya peraturan sebelumnya yang sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta implikasi
dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Peraturan Undang-Undang
XI11/2015. Perubahan yang terjadi dalam PMA tersebut antara lain judul peraturan
tersebut, persyaratan administrasi, pencatatan perubahan status, tata cara
penulisan, pengumuman kehendak menikah dan perjanjian perkawinan serta
berbagai sub bab peraturan tersebut. Apabila dikaitkan dalam kategori tinjauan
maslahah yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maslahah al-
ammabh (segi kandungan), maslahah al-mutaghayyirah (segi tingkatan), maslahah
mursalah (mencari dan menetapkan hukum) dengan tujuan memelihara hifdz an-
nafs (melestarikan jiwa) dan hifdz al-mal (melestarikan harta). 2 Persamaan
penelitian Siti Juryati dengan penelitian penulis adalah terletak pada sifat
penelitian yaitu kualitatif deskriptif dan sumber data primer dan sekunder. Adapun
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada teori yaitu
teori maslahah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan penulis di atas,

bahwa lokasi dalam penelitian ini belum pernah ada sama sekali yang

23 Siti Juryati, “Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun
2018 Ditinjau dari Maslahah Mursalah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020)
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menggunakan untuk menjadi lokasi penelitian terdahulu. Manfaat atau
sumbangsih dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan
kepala KUA dan praktik di KUA dalam mengimplementasikan PMA Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas usia wali nasab di

KUA Depok Kabupaten Sleman dan KUA Banguntapan Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teori
Teori Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah berasal dari kata maslahah dan mursalah. Maslahah
secara bahasa Arab berarti mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan. Sedangkan
mursalah secara bahasa Arab berarti terlepas atau bebas. Maslahah mursalah
merupakan kemaslahatan untuk memastikan suatu hukum tetapi hukum tersebut
tidak diatur dalam syara’ dan juga tidak ada nash yang melarangnya. Maslahah
mursalah berarti suatu upaya guna menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan
yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash atau ijma’ dan tidak ada
penolakan tegas terhadapnya.

Teori maslahah mursalah mempunyai dampak yang signifikan terhadap
khazanah hukum Islam. Maslahah mursalah merupakan salah satu metode

analisis yang digunakan oleh para ulama ushul fikih untuk menetapkan hukum

24 Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali”, DIKTU: Jurnal Syariah dan
Hukum, Vol. 18: 1, (Juli 2020), him. 169.
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(istinbath) mengenai hal-hal yang tidak dibahas secara khusus dalam Al-Qur’an

dan Hadis. Jika ditelaah lebih dalam, konsep maslahah mursalah mempunyai

lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai jenis dan bentuk tertentu.?

Jika ditinjau berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para

ulama fikih membagi hal tersebut menjadi tiga, sebagai berikut:

1.

Maslahah daruriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat meliputi
pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Para ulama fikih
menyebut kelima aspek kemaslahatan ini sebagai al-masalih al-
khamsah. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan tentang pelaksanaan
kebutuhan daririyat, seperti larangan murtad untuk menjaga agama,
larangan mencuri untuk melindungi harta dan larangan meminum
khamr demi kebaikan akal.

Maslahah fhajiyat yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk
menyempurnakan kemaslahatan dasar atau pokok dengan memberikan
keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar
manusia. Contohnya dalam bidang ibadah yaitu terdapat keringanan
seperti boleh meringkas shalat (shalat jamak dan shalat gasar) dan

berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

2 |bid.
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3. Maslahah tahsiniyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap,
berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
Kemaslahatan jenis ini tetap diperlukan untuk memberi kesan
keindahan dan kesempurnaan dalam kehidupan  manusia.
Kemaslahatan ini juga berhubungan dengan lima kebutuhan pokok
manusia. Contohnya termasuk anjuran untuk mengonsumsi makanan
bergizi, berpakaian bagus, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan
tambahan dan menetapkan berbagai cara untuk menghulangkan najis
dari tubuh manusia.?®

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan sesuai sesuai dengan maslahahnya,

maka ibagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. Maslahah mu tabarah yaitu kemaslahatan yang dipertimbangkan oleh
syara’ yang berarti adanya petunjuk dalam hukum syara’ melalui Al-
Qur’an dan Sunnah. Misalnya dalam pembagian warisan yang telah
dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an. Contoh lainnya adalah
ketentuan memotong tangan pencuri yang sudah diatur dalam Al-
Qur’an, serta berbagai hukum lain yang dijelaskan secara detail dalam
Al-Qur’an dan Sunnah.

2. Maslahah mulgah vyaitu kemaslahatan yang ditolak karena

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga tidak layak

% Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam dalam Figih dan Ushul Figih, (Citra Pustaka Media
Perintis: Aceh, 2013), him. 38-39.
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dijadikan dasar hukum. Meskipun kemaslahatan ini mungkin dianggap

baik oleh akal, namun syara’ tidak mengakuinya. Jumhur ulama

menolak jenis kemaslahatan ini. Contohnya adalah sanksi
menjalankan puasa selama dua bulan berturut-turut bagi seorang raja
atau orang kaya yang mencampuri istrinya di siang hari saat bulan
puasa. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Maslahah mursalah yaitu kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal
dam sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun
tidak ada penolakan yang jelas dari syara’ terhadapnya. Dalam konteks
lain, ini mengacu pada kemaslahatan yang tidak diatur dalam syara’,
namun tidak ada dalil yang melarangnya. Contohnya termasuk
pembangunan jembatan, instalasi rambu-rambu lalu lintas dan
kegiatan serupa lainnya.?’

Prinsip utama dalam teori maslahah mursalah adalah mengejar
kemaslahatan dan keadilan. Salah satu tugas wali nasab adalah harus
memastikan bahwa pernikahan tersebut mendapatkan manfaat dan
kemaslahatan walaupun tidak diatur dalam hadis dan Al-Qur’an. Oleh karena
itu, alasan penulis menggunakan teori maslahah mursalah dalam penelitian

ini adalah untuk mengetahui penerapan dalam ketentuan PMA No. 20 Tahun

27 Darmawati, Ushul Figh, (Prenadamedia Group: Makassar, 2018), him. 70-71.
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2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kabupaten Sleman dan

Kabupaten Bantul khususnya mengenai batasan usia wali nasab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan
dan mengkaji data dengan tetap berpegang pada prosedur yang dapat diandalkan
dan dapat dipercaya. Seseorang yang melakukan penelitian tentu menemui
kendala dan bahkan tidak memperoleh hasil yang diinginkan jika tidak
menerapkan metode penelitiannya. Oleh karena itu, syarat utama dalam suatu
penelitian adalah ketelitian dalam penerapan metode penelitian. Berikut adalah
metode yang digunakan penulis untuk mengkaji dan memperoleh data dalam
penelitian ini.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah field research atau
penelitian lapangan. Field research disebut juga penelitian yang
memanfaatkan data yang dikumpulkan dari sasaran penelitian yang disebut
informan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara,
dokumentasi dan lain sebagainya.?® Selain itu, untuk mendukung dalam

penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau

28 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), him. 15.



26

library research dengan mengkaji sumber pustaka yang relevan baik literatur
berupa buku, catatan, atau penelitian terdahulu.?®
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau dari
perilaku yang diamati. Data dari metode sifat ini adalah kualitatif yang bersifat
verbal (kalimat), menganalisis kondisi yang melekat pada objek dan tidak
adanya rumus statistik dalam metode kualitatif.*
Penulis mendeskripsikan bagaimana realita implementasi PMA
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul. Penulis juga mendeskripsikan bagaimana
pendapat kepala KUA Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tentang
kebijakan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan apakah
dari peraturan tersebut mendatangkan kemaslahatan atau justru kemudharatan
dalam berjalannya pernikahan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.
Pendekatan normatif merupakan suatu metode yang bertumpu pada bahan

hukum primer dengan melihat teori, konsep, kaidah, dan pedoman yang

2 |bid.

% 1bid., him. 14.
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berkaitan dengan kajian tersebut. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang
tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum
dipahami sebagai kaidah atau norma yang menjadi standar perilaku manusia
yang dianggap pantas.! Penggunaan pendekatan normatif dalam penelitian
ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan PMA Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas usia wali nasab di KUA
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber utama yang berupa tulisan
atau temuan penelitian yang didapat langsung dari informan berupa
perkataan atau tindakan. 3? Dalam penelitian ini sumber data yang
dimaksud penulis adalah hasil wawancara dengan kepala KUA Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul yang berpendapat mengenai batas usia wali

nasab.

31 Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), him. 45.

%2 1bid., him. 41.
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b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan
kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sumber-
sumber yang relevan dengan penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara
Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan
mengikuti serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang
didasarkan pada permasalahan dalam penelitian. ** Wawancara untuk
memperoleh informasi dari sumber secara langsung mengenai indikator-
indikator yang berkaitan dengan batas usia wali nasab dalam implementasi
PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun
sumber-sumber yang diwawancarai yaitu kepala KUA Depok Kabupaten
Sleman dan kepala KUA Banguntapan Kabupaten Bantul.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian
dengan menggunakan berbagai dokumen (informasi terdokumentasi)

berupa dokumen tertulis dan terekam. Dalam hal ini, penulis telah

33 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, him. 75.



29

mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang diteliti dari berbagai
sumber terpercaya, antara lain data, dokumen, dan arsip. Metode ini
digunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam

wawancara.

6. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang
dikumpulkan baik dari wawancara, dokumen-dokumen serta dokumentasi
yang sudah didapatkan.®* Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data
dengan menggunakan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara
deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang
didapatkan dengan bentuk kata-kata dan gambar. Adapun metode analisis
yang digunakan adalah deduktif yaitu dengan menghubungkan ketentuan dan

teori yang sudah ada dengan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman
tentang permasalahan dan penyelesaiannya. Dalam sistematika pembahasan yang
disusun penulis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas

permasalahan yang berbeda, namun tetap berkesinambungan dan mendukung satu

% 1bid.
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sama lain. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang digunakan dalam
skripsi ini.

Bab pertama. Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang berisi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang menunjukkan
bahwa penelitian tentang batas usia wali nasab dalam suatu pernikahan penting
untuk diteliti. Tinjauan pustaka menelusuri sumber-sumber penelitian tentang
batas usia wali nasab dalam suatu pernikahan yang sudah dilakukan sebelumnya.
Kerangka teori untuk mengetahui teori yang relevan dengan penelitian ini. Metode
penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang lengkap dan
kebenarannya dapat dipercaya. Sistematika pembahasan bertujuan untuk
mempermudah pemahaman tentang permasalahan dan penyelesaian penelitian ini
yang berkesinambungan satu sama lain.

Bab kedua. Bab ini merupakan landasan teoritis yang berisi tentang
bagian penting yang menjelaskan mengenai permasalahan yang dibahas dalam
bab-bab selanjutnya. Penjelasan dalam bab ini berisi tentang pengertian wali
nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah serta berbagai macam
wali dalam pernikahan dan tinjauan tentang balig.

Bab ketiga. Bab ini berisi tentang pembahasan gambaran tentang KUA
yang menjadi lokasi penelitian, mendeskripsikan peraturan dalam PMA Nomor
20 Tahun 2019 Pasal 12 tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal batas minimal
usia wali nasab dan bagaimana pandangan kepala KUA tentang klasterisasi terkait

implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Tentang Pencatatan
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Pernikahan dalam hal batas minimal usia wali nasab. Hasil data dari bab ini yang
kemudian akan di analisis oleh penulis di bab selajutnya.

Bab keempat. Bab ini berisi tentang cara penulis yang menyajikan dan
menganalisis data temuan hasil penelitian terkait dengan pandangan kepala KUA
Sleman dan kepala KUA Banguntapan tentang batas usia wali nasab (studi
implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan) dan
juga perspektif maslahah mursalah. Bab ini merupakan ini pembahasan dalam
penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan jawaban dari pokok masalah
penelitian.

Bab kelima. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang
menguraikan penutup yang beisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan
jawaban dari rumusan masalah dan saran merupakan jawaban yang tidak secara
langsung dari rumusan masalah guna memperkuat kesimpulan serta dilengkapi

juga dengan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah
dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pandangan kepala KUA Depok Kabupaten Sleman dan kepala KUA
Banguntapan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12
ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab bahwa hasilnya adalah terdapat
perbedaan pendapat kepala KUA di masing-masing KUA dalam pelaksanaan
aturan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam PMA 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana
balig yang dimaksudkan, sehingga menimbulkan multi tafsir karena adanya
perbedaan pendapat mengenai batas usia balig yang ditentukan oleh para
kepala KUA dan penghulunya. Namun semua kepala KUA telah menghargai
baik ketentuan tersebut dan tetap melaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

2. Pandangan kepala KUA Depok Kabupaten Sleman dan kepala KUA
Banguntapan Kabupaten Bantul terkait implementasi Peraturan Menteri

Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 12

94
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ayat (2) dalam hal batas usia wali nasab menurut perspektif maslahah
mursalah hasilnya sudah sesuai dengan kemaslahatan tersebut. Hal ini
dikarenakan dengan adanya aturan tersebut menjadikan siapapun yang
terdapat dalam urutan wali nasab yang sudah balig maka bisa menjadi walli,
karena tidak ada usia yang mengaturnya yang mana menjadikan aturan
tersebut lebih fleksibel. Hal ini juga memudahkan para kepala KUA dan
penghulu menentukan apakah seseorang tersebut sudah masuk kriteria balig
atau mungkin belum. Namun, akan lebih baik ketika aturan ini terdapat angka
yang pasti, yakni terdapat batas minimal usia dalam kriteria balig pada wali
nasab dan nantinya tidak menimbulkan multi tafsir akibat dari perbedaan

pendapat kepala KUA maupun penghulu yang bertugas.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memiliki beberapa saran yakni:

1. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Agama hendaknya memberikan
batas usia wali nikah yang pasti agar tidak menimbulkan multi tafsir akibat
perbedaan pendapat di kalangan para penghulu yang bertugas. Maka akan
lebih baik terdapat angka yang pasti dalam mengatur batas minimal usia wali
nikah, seperti aturan terdahulu yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007 bahwa
setelah syarat balig terdapat aturan lebih lanjut yaitu batas minimal usia

seseorang yang bisa menjadi wali nikah adalah 19 tahun.
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2. Bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam, hendaknya memperhatikan
dan mematuhi aturan yang berlaku mengenai pernikahan, seperti Undang-
Undang Pernikahan atau Peraturan Menteri Agama. Dengan pemahaman yang
baik tentang ketentuan ini, masyarakat dapat ikut andil dalam melaksanakan,
meninjau dan mengoreksi hasil peraturan.

3. Menurut penulis penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari tema ini,
yaitu mengenai penghapusan batas usia wali nasab dalam PMA No. 20 Tahun
2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Diharapkan penelitian lebih lanjut
tersebut dapat membantu ketentuan mengenai aturan tersebut agar lebih luas

diketahui serta dilaksanakan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat.
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